
OMBUDSMAN AWASI SAMPAI PENUTUPAN PELAKSANAAN PPDB 2024, INGATKAN SEKOLAH
TIDAK PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN

Senin, 20 Mei 2024 - sumsel

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA Negeri/SMK Negeri, SLB Negeri Tahun Pelajaran 2024-2025, akan memasuki
jalur terakhir. Yakni jalur prestasi, mulai Senin (20/5). Setelah sebelumnya pendaftaran penerimaan melalui jalur afirmasi,
mutasi, dan zonasi.

Ombudsman Republik Indonesia, kembali mengingatkan, agar selama proses pelaksanaan PPDB ini bebas dari segala
pungutan. Sebagaimana Pasal 27 Ayat (1) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Dalam pasal itu mengatur, bahwa satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilarang untuk melakukan pungutan dan/atau sumbangan berkaitan
dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

"Termasuk melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB," pesan Kepala
Perwakilan Ombudsman Sumsel, M Adrian Agustiansyah SH MHum, Sabtu, 18 Mei 2024.

Kemudian juga terkait iuran atau dana komite sekolah, yang masih terdengung oleh Ombudsman Sumsel. "Tidak boleh ada
keterpaksaan, apalagi ketetapan besarannya. Jangan sampai hak anak bersekolah, terhambat oleh kemampuan ekonomi
orang tuanya. Apalagi bila anak itu berprestasi," tegasnya.

Kemudian, lanjut dia, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, juga telah menerbitkan JKeputusan
Nomor 7022 Tahun 2023 tentang Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2024/2025.

Di mana pada ketentuan huruf G tentang Pembiayaan PPDB, mengatur bahwa pembiayaan PPDB dan pendaftaran ulang
pada madrasah negeri tidak boleh dibebankan pada pungutan dari peserta didik.

"Dari dasar regulasi tersebut, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan PPDB oleh satuan pendidikan negeri di bawah Dinas
Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Selatan, tidak boleh melakukan
pungutan kepada calon siswa didik terlebih lagi yang menyangkut dengan PPDB," imbuhnya.

Dijelaskannya, Ombdusman RI sebagai Lembaga Negara yang berwenang mengawasi jalannya pelayanan publik.
Termasuk yang berkaitan dengan pelayanan publik di bidang pendidikan, dimana saat ini sedang melaksanakan
pengawasan PPDB Tahun 2024.

Pengawasan PPDB itu dilaksanakan pada sekolah tingkat dasar, menengah, dan atas, di bawah Dinas Pendidikan Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama di Provinsi Sumatera Selatan.

Lanjut Adrian, ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan difokuskan telah diterapkan atau tidak aturan yang mengatur
pelaksanaan PPDB, pelaksanaan sosialisasi dari stakeholder dan panitia, persiapan teknis pra PPDB, indikasi pelanggaran
PPDB, dan mekanisme pengelolaan serta penanganan pengaduan PPDB.

"Khususnya untuk memantau penerapan aturan pelaksanaan PPDB berdasarkan Permendikbud 1 Tahun 2021 pada tingkat



SMA Negeri di Sumatera Selatan yang saat ini tahun 2024 baru diberlakukan dan pada umumnya Tingkat SD/SMP,
MI/MTS/MAN di Sumatera Selatan," ujarnya.

Pemantauan oleh Ombudsman Sumatera Selatan sudah dilaksanakan Tim Pencegahan Ombudsman RI Sumatera Selatan
di Tingkat SMA seperti SMA 1, 10, 16 dan 19, pada rentang waktu April dan Mei 2024.

Hasilnya, semua sekolah tersebut sudah menerapkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB yang diperkuat
dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 serta SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2024 yang mengatur tentang pelaksanaan Zonasi, Afirmasi dan Mutasi serta Prestasi.

"Hasil pemantauan menunjukan terlihat sudah melaksanaan aturan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 serta juknis
tersebut dengan konsisten meskipun banyak penyesuaian yang dilakukan," sebutnya, didampingi Kepala Keasistenan
Pencegahan Hendrico SH CLA.

Selanjutnya, Adrian menambahkan, pengawasan akan terus berjalan sampai jadwal PPDB resmi ditutup. Disamping itu juga
selain pengawasan langsung, Ombudsman juga membuka Posko Pengaduan PPDB dikantor Ombudsman RI Sumatera
Selatan untuk menampung keluhan Masyarakat terkait PPDB.

"Posko Pengaduan yang dibuka Ombudsman Sumatera Selatan dapat disampaikan melalui WhatsApp di Nomor
08119703737 atau datang langsung ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan beralamat Jalan Radio No. 1
(depan Mapolda Sumsel)," imbaunya.

Terpisah, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) juga tegas melarang sekolah untuk melakukan
pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun. Termasuk soal seragam, uang buku dan uang pengambilan ijazah.

Plh Kepala Didik Sumsel Drs H Sutoko MSi, mengatakan pihak sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun
yang sifatnya memberatkan orang tua."Tidak semua isu itu benar, yang jelas secara profesional silakan langsung tanya
pada pihak sekolah apa yang sesungguhnya terjadi di sana," katanya, kemarin.

Kepala Disdik Kota Palembang H Ansori ST MT, juga menyampaikan kepala sekolah dan guru tidak boleh ada pungli dalam
bentuk apapun. Baik jenjang TK, SD dan SMP. "Tidak boleh ada pungutan apapun di sekolah. Yang namanya sekolah itu
sudah ada dana operasional. Bayar SPP bae tidak boleh, apalagi ada pungli," sebutnya, kemarin.

Saat ditanya apakah boleh ada pembelian seragam sekolah yang dikoordinir sekolah, dia juga menegaskan tidak boleh.
"Intinya jangan beratkan orang tua," ulasnya.

Sementara terkait aturan seragam sekolah yang dikeluarkan pemerintah pusat pada tahun ajaran Baru 2024-2025, Dinas
Pendidikan Kota Palembang, akan ikut aturan yang ada dengan tidak memberatkan orang tua.



"Kalau di jenjang SMP untuk seragam nasional sekolah, kemeja putih bawahan celana atau rok biru tua. Itu tidak ada
perubahan. Masih sama untuk seragam nasional. Kemudian ada seragam Pramuka," ujar Kabid SMP Dinas Pendidikan
Kota Palembang, Lukmanul Hakim SH.

Khusus pakaian adat, jika ingin menerapkan adanya pakaian adat untuk hari-hari tertentu dan seragam khas sekolah.
Sesuai petunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu tidak diwajibkan atau boleh mengatur.

"Nah khusus ini kita tidak mau memberatkan orang tua, sesuai petunjuk. Boleh dilakukan, boleh tidak. Artinya ini bukan
kewajiban khusus pakaian adat dan khas sekolah. Palembang tidak mau memberatkan orang tua, boleh diterapkan boleh
tidak. Sekali lagi, tergantung kemampuan orang tua dan sekolah," tegasnya (nni/air)
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